
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 8/KU.01.00/BB-06/09/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

di  lingkungan Sekretariat  Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Belitung  Timur Tahun  Anggaran  2025,  maka  dipandang  perlu  untuk

menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa  penunjukan  Pejabat  Pengadaan  Barang/Jasa  di  lingkungan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur

Tahun  Anggaran  2025  perlu  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur

selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu

menetapkan  dengan  Keputusan Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten Belitung  Timur  tentang  Penunjukan  dan  Penetapan  Pejabat

Pengadaan  Barang/Jasa  di  Lingkungan  Sekretariat  Badan  Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Perbendaharaan  Negara

(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2024 Nomor 5,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan

Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang

Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5656)  sebagaimana  telah

diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020  tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan

Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2022 Nomor 224); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah  diubah dengan Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2021 tentang

Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang

Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 63);

7. Peraturan  Presiden  Nomor  68  Tahun  2018  tentang  Kedudukan,  Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi,  dan  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

141); 
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8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi,  Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan  Sekretariat  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kecamatan  (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

9. Surat Bawaslu  Kabupaten Belitung Timur Nomor: 135/KP.01/BB-06/09/2025

tanggal 16 September 2025 Hal Permohonan Bantuan Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN  BADAN  PENGAWAS PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN

BELITUNG TIMUR TENTANG  PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT

PENGADAAN BARANG/JASA DI  LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN

ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk  dan  menetapkan  Saudari  Ni  Made  Dwiyantini,

NIP.199806162022032003 sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2025 di  Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Belitung Timur.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan  pada  Anggaran  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  apabila  dikemudian  hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 16 September 2025

KEPALA SEKRETARIAT,

${ttd}
             

DONY SETIAWAN
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